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MOTTO 

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 

untuk kebaikan dirinya sendiri” 

(Qs. Al-Ankabut:6) 
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ABSTRAK 

PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN TERHADAP 

ANAK STUDY KASUS PADA POLRESTABES PALEMBANG 

OLEH 

SERLI YOLANDA 

 

Anak-anak berhak atas perlindungan dan membutuhkan perlindungan dan 

adalah tanggung jawab orang dewasa untuk menjamin agar anak-anak tidak 

menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Penyidikan terhadap pelaku kekerasan anak di Polresta Palembang dan  

faktor penghambat Penyidikan terhadap pelaku kekerasan anak di Polresta 

Palembang.  

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan 

pendekatan secara yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 1). Dalam penyidikan tindak pidana kekerasan anak, perlakuan khusus 

hanya diberikan kepada korban dan pelaku  yang masih anak-anak. Tetapi  jika 

pelakunya orang dewasa di Polresta Palembang tidak ada perlindungan khusus yang 

didapatkan oleh pelaku. Namun Baik tersangka maupun saksi tetap dilindungi 

sesuai dengan ham mereka. Sesuai dengan Pasal 52 KUHAP, dimana  dijelaskan 

bahwa tersangka atau terdakwa dijamin untuk mendapatkan perlakuan secara wajar 

oleh penyidik. Oleh karena itu penyidik dalam melakukan interogasi tidak 

diperbolehkan melakukan upaya paksa, tekanan, bahkan tersangka juga memiliki 

hak untuk tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

bila bersifat sugesti, menjebak, dan menyudutkan tersangka; 

 2). Faktor penghambat penyidik dalam mengungkap tindak pidana 

kekerasan terhadap anak adalah sulitnya menemukan pelaku yang telah melarikan 

diri, terbatas dalam waktu penyelesaian berkas perkara, kekurangan personel 

penyidik, kurang mendapatkan informasi yang akurat tentang si pelaku, sulitnya 

mendapatkan keterangan dari korban trauma berat, mengalami kesulitan dalam 

membayar visum, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. 

Kata Kunci : Penyidikan, Pelaku, Anak 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

 

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak 

membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan 

kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa 

orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. 

Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan 

pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga 

mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu 

merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada 

tiap-tiap fase perkembangan pada masa anak-anak. 

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah 

berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus 

bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai 

subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali 

masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak 

Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun 

manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, 

materil spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 1 

Anak merupakan karunia Tuhan yang maha Esa dan Amanah untuk 

setiap orang tua. Namun dalam perjalanan hidupnya tidak jarang anak 

mengalami tindakan-tindakan kekerasan. Baik di jalan, di sekolah, diantara 

teman sebayanya dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi karena 

keluarga terdekat. 

                                                           
1Nasriana, Perlindungan Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 1 
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Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak pada Pasal 1 ayat (2) diberikan pengertian tentang ‘perlindungan anak’ 

yaitu sebagai berikut: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan 

martabat kemanusiaa, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.”   

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Januari-Juli 

2019 sudah menerima 1.192 pengaduan terkait kekerasan terhadap anak di 

Indonesia. Dengan kasus tertinggi mengenai keluarga dan pengasuhan. 

Pengaduan terbanyak kedua adalah anak yang berhadapan dengan hukum, 

kemudian kekerasan dalam bidang sosial, dan dalam situasi darurat.2 

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, 

agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan 

negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak 

berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun 

sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan 

hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan dengan wajar.” 

Pasal 59A Undang-Undang No.35 tahun 2014 perihal mengenai upaya 

perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya: 

                                                           
2Marisa Safitri, “Selama 2019, KPAI Terima Seribu Kasus Kekerasan Anak”, diakses dari 

https://jabar .idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/kpai-kekerasan-anak-paling-banyak-

terjadi-dalam-pengasuhan-regional-jabar, pada tanggal 13 oktober 2019 pukul 21.30. 
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1. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/rehabilitas secara fisik,    

psikis  dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan 

lainnya; 

2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 

3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak 

mampu; 

4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses 

perlindungan. 

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi 

tanggung jawab kedua orang tua, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. 

Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan 

papan. Tidak hanya itu perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak 

juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psokologis atau mental dari 

anak yaitu terutama perkemabangan kejiwaannya. Pada prinsipnya, setiap 

anak membutuhkan keluarga untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, 

bukan hanya orang tua yang membutuhkan anak tetapi hak setiap anak untuk 

mendapatkan pengasuhan di dalam keluarga.3 

Dalam keluarga kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-

anak mereka sebaik-baiknya. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang 

tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan. 

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua telah tertuang pada Undang-

                                                           
3Asrosun Niam Soleh dkk, Tanya Jawab Perlindungan Anak, KPAI, Jakarta Pusat, 2017, 

hlm 35 
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Undang perlindungan anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk: 

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya; 

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan 

d. memberikan pendidikan karakter dan penamaan nilai budi pekerti bagi  

anak. 

Penguatan kapasitas keluarga menajadi kunci untuk memastikan 

keluarga dapat memberikan pengasuhan yang tepat bagi anak.4 Tanggung 

jawab orang tua terhadap anak sangat penting di bandingkan dengan orang 

lain, namun harus ada dukungan masyarakat dalam menjaga antar sesama dan 

peduli dengan masalah kekerasan ini agar dapat mencegah kekerasan 

terhadap anak. Maka dari itu harus ada upaya untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dari tindak kekerasan terhadap 

anak.  

Tidak ada seorang anak pun yang pernah memberi izin untuk menjadi 

korban korban kekerasan. Mereka mungkin dibohongi, ditipu atau dipaksa 

oleh situasi-siatuasi yang berada diluar kendali mereka seperti kemiskinan 

atau akibat-akibat dari kondisi masyarakat (termasuk tekanan teman sebaya) 

yang dapat memaksa anak secara tidak terlihat tetapi bagaimana pun anak-

anak tersebut tetap merupakan korban peredaran. 

                                                           
4Sofyan A.Djalil dkk, Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019, Kementrian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Jakarta, 2015, hlm 20 
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Anak-anak berhak atas perlindungan dan membutuhkan perlindungan 

dan adalah tanggung jawab orang dewasa untuk menjamin agar anak-anak 

tidak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.5 

Sebagai penegak hukum kepolisian merupakan pihak pertama yang 

mendapat laporan adanya tindak pidana kekerasan kepada anak. Tindakan 

kepolisian dalam mendapat laporan adanya tindak pidana kekerasan terhadap 

anak adalah melalui proses penyidikan. 

Pengertian penyidikan dalam pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dala undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka. 

Kita telah berbicara banyak tentang korban tidak lengkap bila tidak 

membahas tentang pelaku. Dalam menghadapi tersangka atau terdakwa, 

profesionalisme penegak hukum memegang peranan penting, dan di dalam 

interogasi yang dilakukan oleh penyidik wajib memperlakukan terdakwa 

secara manusiawi, sehingga hak-hak tersangka yang secara jelas diatur dalam 

KUHAP dapat terpenuhi.  

Watak, pribadi tersangka maupun sifatnya berbeda, sehingga 

komunikasi antara penyidik dan pribadi tersangka dapat terjalin. Pendekatan 

yang dilakukan penyidik dalam hal ini merupakan tahap awal dari kelancaran 

dan memudahkan dalam mengumpulkan keterangan bahkan juga dapat 

                                                           
5 Stephanie Delaney dan ECPAT Internasional, Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi 

Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat, RESTU Printing, 

Medan, 2006, hlm 9 
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mengantisipasi terhadap tersangka yang memiliki perasaan canggung ataupun 

enggan untuk memberikan jawaban ataupun keterangan kepada penyidik. 

Seseorang yang diperiksa karena terlibat dalam suatu tindak pidana 

adalah orang-orang yang dilanda frustasi yang timbul akibat perlakuan yang 

ia perbuat hingga terkadang menjawab pertanyaan dengan berbelit-belit 

dalam prakteknya hal ini mengundang emosi penyidik dalam menghadapi 

berbagai macam tingkah laku yang diperbuat oleh tersangka. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada rumusan masalah 

tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap 

Anak Studi Kasus Pada Polrestabes Palembang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkann latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat 

diangkat permasalahan yang timbul berkaitan dengan Penyidikan Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penyidikan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak di 

Polrestabes Palembang? 

2. Apa faktor-faktor penghambat Penyidikan terhadap pelaku kekerasan anak 

di Polrestabes Palembang? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

1. Ruang Lingkup 
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Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, untuk membatasi agar 

skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka 

ruang lingkupnya dibatasi mengenai upaya atau kontribusi hukum pidana dan 

Kepolisian dalam menanggulangi atau mencegah meningkatnya Tindak 

Kekerasan Terhadap Anak. 

2. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Penyidikan terhadap pelaku kekerasan anak di 

Polrestabes Palembang. 

b. Untuk menegetahui faktor penghambat Penyidikan terhadap pelaku 

kekerasan anak di Polrestabes Palembang. 

D. Kerangka Konseptual 

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian 

tindakan     penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya. 

b. Pelaku menurut ketentuan pasal 55 KUHP ialah “mereka yang melakukan, 

yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka 

yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan 
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kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, 

atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 

c. Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah suatu kelakuan manusia yang 

diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.6 

d. Kekerasan menurut KUHP dalam Bab IX Pasal 89 adalah membuat orang 

pingsan atau orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan 

kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan 

yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang 

mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. 

e. Anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. 

E. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan 

pendekatan secara empiris.  

Pendekatan secara empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian 

yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian 

                                                           
6 Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Pengertian Hukum Pidana”, diakses dari 

http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html, pada tanggal 11 november 

2019 pukul 22:22 

http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html,
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yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala 

tertentu dan menganalisanya secara intensif dan ekstensif yang menggunakan 

data primer dan data sekunder. 

2. Jenis-Jenis Sumber Data  

a. Jenis Data : 

Data yang diguakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

bersumber pada : 

1. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian pustakaan (Library 

Reaseach) dan studi dokumen. 

2. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dimana 

pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara wawancara 

secara terstruktur terhadap para nara sumber. 

b. Sumber Data 

1. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan-

peraturan.  

Data studi melalui bahan hukum terdiri dari : 

1). Bahan hukum primer 

   Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari 

norma atau kaidah dasar. Bahan hukum yang mengikat 

antara lain : 
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a. Undang-undang Dasar 1945 

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

c. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 

1979 tentang kesejahteraan Anak 

d. Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak  

2). Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. 

3). Bahan Hukum Tertier, yaini ini bahan-bahan yang 

memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder.  

2. Data Primer  

Data ini diperoleh daripenelitian lapangan dengan mengadakan 

wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan 

yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat 

wawancara dengan membatasi pertanyaan yang sesuai dengan 

aspek masalah yang di teliti. Data primer ini dipergunakan untuk 

memperoleh keterangan yang bener yang dapat menjawab 

permasalahan yang ada. 

3. Lokasi  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis seluruhnya berlokasi di Kota 

Palembang yaitu penelitian pada POLRESTABES PALEMBANG. 
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4. Analisis Data 

Data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisi kualitatif, yaitu 

analisis data yang awalnya panjang lebar, kemudian diolah menjadi suatu data 

yang ringkas dan sistematis dan dideskripsikan dengan menggunakan kata-

kata yang menggunakan metode deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara 

menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang 

bersifat khusus dan dengan metode deduktif yaitu kerangka berpikir dengan 

cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data 

yang bersifat umum. Setelah data dianalisis dan juga disusun secara 

sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada untuk 

pemnudian dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan adalah sebuah hal yang sangat penting 

didalam penyusunan sebuah skripsi, agar dapat memberikan gambaran yang 

jelas dan teratur maka diperlukan sistematika penyusunan mengenai isi 

pembahasan sebuah skripsi tersebut. Sistematika penyusuna dalam 

penyusunan skripsi ini akan dibagi dalam tiga bab yang disusun secara 

sistematis dan logis, adapun masing-masing bab tersebut sebagai berikut: 

BAB I, Pada bab ini berisikan mengenai pendahuluan yang memuat 

mengenai tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat, ruang lingkup, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II, Pada bab ini berisikan mengenai pengertian penyidikan, 

pengertian pelaku, pengertian anak, jenis-jenis kekerasan, faktor-faktor 
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terjadinya kekerasan terhadap anak, dan dampak terjadinya kekerasan 

terhadap anak. 

BAB III, Pada bab ini berisikan mengenai Pembahasan mengenai 

Kekerasan Terhadap Anak di wilayah Hukum Polresta Kota Palembang 

BAB IV, Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran. 
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